NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN EKONOMI KREATIF

DENGAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR : 01/NK/BEKRAF/XI/2015
NOMOR : MoU-18/K/D1/2015

TENTANG

PENGUATAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DI LINGKUNGAN
BADAN EKONOMI KREATIF

Pada hari ini, Selasa tanggal tujuh belas bulan November tahun dua ribu lima belas (17-

11-2015), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. TRIAWAN MUNAF

2. ARDAN ADIPERDANA

Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia
yang berkedudukan di Jalan Kimia Nomor 12,
Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Badan Ekonomi Kreatif

Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA;

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan  Republik  Indonesia,  yang
berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta
Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Republik Indonesia, selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA;
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Dengan terlebih dahuliu mempertimbangkan penguatan tata kelola kepemerintahan
yang baik (good governance) di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif, PIHAK PERTAMA

dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, bersepakat bekerjasama

melalui Nota Kesepahaman tentang Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik

di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman

dengan ketentuan sebagai berikut:

1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 1
MAXSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk
melakukan kerja sama antar lembaga.

Kerja sama ini bertuyjuan wuntuk mempercepat penguatan tata kelola
kepemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif
Republik Indonesia, termasuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan

negara, dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik.

Pasal 2
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi pembangunan dan penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Ekonomi
Kreatif.
Pembangunan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilakukan melalui:
a. pendampingan dalam pengembangan dan pelaksanaan tata kelola
kepemerintahan yang baik; '
b. pendampingan dalam implementasi peningkatan kualitas manajemen risiko;

¢. pendampingan dalam pengembangan dan pelaksanaan manajemen
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d. pendampingan dalam pengembangan sistem informasi pengawasan;

e. pendampingan peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan

negara antara lain termasuk probity audit, perbaikan kinerja dan verifikasi;

f. pendampingan peningkatan kualitas dan kompetensi Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah.

(3} Melakukan audit kinerja atau audit dengan tujuan tertentu sesuai dengan

kebutuhan PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman secara terperinci akan dituangkan dalam

petunjuk pelaksanaan yang dibuat PIHAK PERTAMA dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini,

(2) Untuk efektivitas pelaksanaan Nota Kesepabaman ini, PIHAK PERTAMA
menunjuk Sekretaris Utama c.q, Inspektur Badan Ekonomi Kreatif Republik
Indonesia dan PIHAK KEDUA menunjuk Deputi Bidang Pengawasan Instansi

Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, sebagai koordinator.

Pasal 4
MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara

berkala oleh PARA PIHAK vyang hasilnya digunakan sebagai laporan

pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerjasama

selanjuinya.
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Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada

anggaran belanja masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-

masing dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan,

4)

Pasal 6
JANGKA WAKTU
Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
Nota Kesepahaman dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman
ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut
memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya,
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu berakhirnya Nota
Kesepahaman,

Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila
terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan
pemerintah yang tidak‘memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini

tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

ADDENDUM

(1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan

diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
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Pasal 8
PENUTUP
(1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk PARA
PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA

PIHAK.
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Pasal 8
PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk PARA

PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA
PIHAK.

PIHAK KEDUA

“conon RIHAK PERTAMA
oL




TS O Ep

SEMEaL) IVEEg
vwEl) wefolg] nreq Busd J14g

BUIEI() JBLLIDN0S 1P JIdS IND{LOSRIUl TeunSueqiuag -

ueeopiusd urerep mpmaseyy) wepelisg Buepss Suek [gg vlas ‘d0OS ‘1517 sesSEsIo NS uresusd nndiow
d1dS UERUESYETad UesTIIITY (earen ) 3eUERODN08) AVANES BN 1ES 1P (8002/09 dd} d1d§ Ueewesyead %007t -
depeiis) naay e2qon 1l 120010 —~ UenIqsyg
BETTEIT]

IRLIBlaIag Bped SNSNU A

B/s ] UORsY trep fpriNnng
UGS OFISTy usuIafeaep
uep d14s8 veeredduspiuag
SEIENY uejeNduniag

uep Uedurqmis@usg sasorg
uBynERg /doyssiom /
ISES[IEIS0g ] ~ | nS8uy

-AVDIAE 1P 1Y) IS

HIVE DAV
MVEEE [dIdS) gmunouag EVHVLERIEWES VIOTIH
WI23uf UBBPUSEUog WwoIsIg "] VIV NVYNVSHVTdd
: wexeliqsy Bwelusy extag NV NVORVEWAONEI
UESnuinIag wesieul veBuidurepusy WVIVA XVONIdNVANHES
sSAq AON | I¥O | d¥8 |ISADV| Iinf | INOC | AR qvH | gFI NV
$0 0 Z0 10
(910z) NVLVIDTH
NVYNVSXV'IAd NINVA

§102 fequasoN /1 TeS8ur],
S10Z/1A/3/81-NOW 'oN wep of 0T/ IX/ AVDIFTE /3IN/ 10 "ON

ddd NVONIC JILVERDI INONOME NVave VAVSVIIE NVAVHYAAS VION wendure]



dBUIBEXS !

pReld 18N I9S 8 121 o
$13eBUSBASU| 3IPNY 121310 -
ueyIplAuad 1eM1qg -,

WBWITRUBN HSIH 18|41 =

+3VHNIE uBli 40P Ay Isuaradwoy UBeNIUIuS  enig]

UPDY AJgesd iexIg e
elIBUIN IPNY 12X -
WO~ v Iseslietsog

{(mnm verrepusfuad ed8ury
BUIELIOM I01PNE Lep Te[nwd) v Smelual jepng
I9GUIas 3(] — 13010

<14V IBNHILIdWOE NVJ

TELISTBW
e[ eAundursur Susld
(rpne Aqoid) tepouz
elueloq uep Bueieg
elteisq veepeduad
sosord depeyqrs; senmag

BSVLIIVOY NVLVHDONINTG S NVONIdRYVANTJI

uesemedua] [SBULIog
wmelIsIg weEiBuo{ wedurdurepuag

SVIITVAON NVIVHDNINIS NVONIdNVANT S
NVSVAVONTL ISVIHQJINI WALSIS

SISEq

enaye vedusp uefuenay

usrode] wsunsniusd wreep uByRRIog

dENd ueeioraduad usp
usifuBfIog sesoig swe senyEay

NVONVAWIDNT L WVIVI NVONIdWVONT 4

THEVLNOMY

HVA NVUVISNVALL DNVA RVONVOEHR
KVVIOTIZONId NERECYNVI NVVNVYSHVTIEd
NVONVHARNAONTd IWVIVA NVONId WVANTJ

40§ vempelinmad weep Bundud rpefus Sued
ugelowad 8By Lrep oISl ISeSn I mesnwniag

S3d | AON | 1¥O

AVINHL TP OIS YNIn[oAusin ueeiatad

OMISIN NEWALVNY I SVLIVAY NVIVEONINAD
ISVLNENRITdIWI WVIVA NVONIdRVANTId

dES [ISNOV] 1100 | INAC | AN | TEav

YK | §44 | NvP

0

€0 z0

10

{o10Z]
NVVNVSIVIAL QINVM

NVIVIDEH

GT10T IPquwasoy 4T ed8ue],

S10T/1A/3/81-NOW 'ON uep ST10T/IX/AVDIAG/SIN/ 10 "ON
dAdE NVONWUGA dILVEDS INONONH NVAVE YINVSYINE NVNVHYAESTY VION wendurey




